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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem 

penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, 

memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu 

sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari 

hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam 

sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian 

yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang 

ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran 

lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, 

padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak 

ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan 

hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang 

pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan 

Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. 

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa 

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur 

secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan 

keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu 

lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum 

terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki 

norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas. 

Kata Kunci: Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung, Ketidakhadiran Terdakwa, 

Pelanggaran, Lalu Lintas 
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ABSTRACT 

Indonesia is a state of law based on Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of 

the Republic of Indonesia, so the consequence is that the law enforcement system 

must be firmly enforced, fair, have certainty, have value benefits, so that the legal 

objectives of the rule of law itself are realized. The court as a means of law 

enforcement cannot be separated from the legal obstacles related to the presence of 

the defendant which is an important element in the law enforcement system which is 

related to the examination process and verification which can result in the law and 

court not being feared by the defendant, but there are irregularities in the violation 

case traffic where the defendant is advised not to appear before the trial, even though 

the case of a traffic violation is a matter that is most handled by the court and is a 

problem in the law enforcement system. This study aims to explain the regulation of 

the implementation of the trial without the presence of the defendant according to the 

Criminal Procedure Code and determine the legal strength regarding the Supreme 

Court Regulation concerning the procedure for settlement of traffic violation cases. 

This research method is analytical normative and descriptive legal research. The 

results of this study explain that the legal regulation related to the absence of the 

defendant as regulated by Law Number 8 of 1981 has not been clearly regulated and 

the Supreme Court Regulation also does not explain the circumstances of how the 

presence of the accused can be carried out. From this study it can be concluded that 

law enforcement regarding traffic violations has not run optimally and the realization 

of legal objectives has not been implemented, the Supreme Court Regulation has not 

been a solution and does not have binding norms to be obeyed by defendants of 

traffic violations. 

Keywords: Judiciary, Supreme Court Regulations, Absence Defendants, Violations, 

Traffic 
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